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Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaannirrohiim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan
berkah dan rahmat Nya penyusunan Rencana Kerja 2023 Dinas Kependuduan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah dapat dirampungkan.

Rencana Kerja tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada RPJM
Daerah Provinsi Jawa Barat. Renja tahun 2023 disusun sebagai pedoman operasional bagi
setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa
Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun
waktu tahun 2023, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan
kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan
manfaat, efisiensi dan efektif.

Semoga dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja 2023, kinerja Dinas
Kependuduan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat lebih terarah dalam menjalankan
amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Kami sadari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 ini belumlah sempurna.

Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen Renja ini.

Bandung, 07 Maret 2023
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Jawa Barat

Ditandatangani secara elektronik oleh:
o Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
® . PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

d HJ.INDRASTUTI CHANDRA DEWI S, SH., M.Si
° PembinaTingkatl

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
A e IF memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

e niaind https:/sidebar.jabarprov.go.id/v/2DFEOCAACB

2DFEOCAACB
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa untuk
menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif,
efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan
nasional. Undang — Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis
menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini
disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan
daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan
sebagai tindak lanjut dari Rencana Strastegis (Renstra), digunakan
sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Disdukcapil dalam pelaksanaan
pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana
Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyususan RAPBD.
Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan
penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.



1.2.

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai
unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal
tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Maksud dan Tujuan
Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi

Jawa Barat tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman

kerja tahun 2023 bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada

RPJPD, RPJMD dan RKPD Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil tahun 2023, adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target
Capaian Kinerja, Serta Pengorganisasian Program Dan Kegiatan
Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;

2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan
Perencanaan Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat ;

3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan

SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
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4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai

berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun
2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan
Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor S5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
Tahun 2010-2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata
cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 55);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010
tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010
tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
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22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016,
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat;

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BABI : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
1.2. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan
Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
1.3. Landasan Hukum
Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam
menyusun Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023.
1.4. Sistematika Penulisan
Memuat sistematika penulisan Renja Disdukcapil

Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

BABII : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan

program dan kegiatan Renja Disdukcapil Provinsi
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BAB III

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Jawa Barat Tahun 2022 yang dilengkapi dengan
uraian permasalahan dan rekomendasi.

Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022.

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.
Menjelaskan Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2023 ke dalam Renja Disdukcapil Provinsi
Jawa Barat Tahun 2023.

Penelaahan  Usulan Program dan  Kegiatan
Masyarakat Tahun 2023.

Menjelaskan hasil penelahaan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 ke dalam Renja
Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

TUJUAN DAN SASARAN

3.1.

3.2.

3.3

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke
dalam Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun
2023.

Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa
Barat Tahun 2023.

Program dan kegiatan.
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BAB IV

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2023

Menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan
dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada Tahun

2023.

PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam
keseluruhan dokumen Renja Disdukcapil Provinsi Jawa

Barat Tahun 2023.
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BAB |1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja
instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program/kegiatan. Berdasarkan
evaluasi dapat diketahui :

1.  Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak
terpenuhi/melebihi;

2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 menilai
pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2022 yang dibandingkan dengan Renstra
Disdukcapil Tahun 2018-2023 dan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan
Capaian Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 telah dilakukan
secara efektif dan efesien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah
ditetapkan. Renja Disdukcapil Tahun 2022 merencanakan 5 program dan 12 kegiatan,
selanjutnya dalam APBD Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 5 program dan 12 kegiatan.
Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2022 dan
pencapaian Renstra Disdukcapil sampai dengan Tahun 2022, disajikan dalam tabel di

bawah ini.
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Tabel T-11.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2022

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Tingkat
T ki ja d Anggaran Renst: Ti it Capai
Realisasi Capaian arget kinerja dan o rfom an Renstra ingkat Capaian
. N anggaran Realisasi Capaian . . Perangkat Daerah Kinerja dan
. S Target Renstra Perangkat Kinerja Renstra Kinerja dan Unit
. Indikator Kinerja Renja Perangkat Kinerja dan Anggaran .. Provinsi s/d Tahun |Realisasi Anggaran
Urusan/Bidang Urusan P Daerah pada tahun 2023 Perangkat Daerah Realisasi Perangkat
. rogram . N N Daerah Provinsi Renja Perangkat 2022 Renstra Perangkat
No Kode Pemerintahan Daerah dan o K s (akhir periode Renstra PD Provinsi sampai dengan Anggaran Daerah [ Keterangan
/Kegi /Sub N (Outcome)/Kegiatan/Su Provinsi) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 1 o m w Daerah Provinsi yang Renja (Akhir Tahun Daerah Provinsi Penanggu
& b Kegiatan (Output) Tahun 2022 yang dievaluasi Pelaksanaan Renja | s/d tahun 2022
Tahun Lalu 2021 - a PD Tahun ng Jaw ab
dievaluasi e~ Perangkat Daerah (%)
() Provinsi Tahun 2022
K [ Rp. K | Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. [ Rp. K] Rp. K_ [ Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 0 il 2 =899 +0H1 B = 2/700 U=6+12 T = 0/500 3 7
Urusan Pemerintahan Wajib Yang
Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
12 Urusan Pemerintahan Bidang
Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
7 o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN |Nilai SAKIP Perangkat A [Nitar 50.847.750.000 BB 12557042 167 A | 14.114.247.508 BB | 2.700.448.793 BB | 3.720.756.426 | 80,45 | 3.601563.390 | 80,45 3175536551 | 60,45 | 13.207.305160 50,45 93.57 | 80,45 | 25.765247.327 80,45 50,67
PEMERINTAHAN DAERAH Daerah
Persentase Unit Kerja 100 [Persen 100 100 25 25 25
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Persentase ASN Yang 00 [Persen 165 165 25 75 75
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi
o1 [to1 Perencanaan, Penganggaran dan Jumlah dokumen 30 [Dokumen|  1853.750.000 ) 388.486.029 o 255.860.921 i 11.016.300 @ 70341111 3 30.272.189 2 132.914 370 0 244.543 970 100,00 95,58 20 633.029.999 66,67 34,15 [Sekretariat
Evaluasi Kinerja Daerah (P
penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
berkualitas
2 [61 (101 [61 |penyusunan Dokumen Perencanaan |[Jumlah dokumen 21 |Dokumen 450000000 7 65.194.500 7 105.000.000 1 10551300 3 51765000 1 5353.000 2 3221170 7 99.884.470 10000 95,13 1 15078.970 6667 36,68 |Sekretariat
Perangkat Daerah perencanaan perangkat
daerah yang disusun
2 [0T [101 [02 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA- 3 [Dokumen 192,750 000 2 50,563 964 T 5543536 T T85.000 T T85.000 00,00 56,07 3 68 376.064 0000 7,36 |Sekretariat
Dokumen RKA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
2 [0T [10T [04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA- |Jumlah Dokumen DPA- 3 [Dokumen 776.000.000 2 7078035 T 27317385 T 24397500 T 24397500 0000 8931 3 V50765 0000 25,5 | Sekretariat
SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
Z [01 [T |07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Jumlah dokumen evaluasi 9 [Dokumen 435000000 3 1947250 3 105000.000 765000 T 8576 111 T 24919 B9 T 58.486.700 3 102.447.000 0000 9757 5 04394250 6667 24,00 |Sekretariat
kinerja perangkat daerah
yang disusun
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)| 100,00 94,52 83,33 43,30
Predikat kinerja| 52"8t | Saneat Tinggi Sangat
Tinggi Tinggi Rendah
7 Joi [to2 Jumlah Lap 5 [Dokumen | 34.488.000.000 3 8561338467 3| 9892660003 - 2.089.691799 T| 2596545369 T[ 2613244798 1| Lssa08s.702 3| 9.183570.668 100,00 52,83 6 | 17.764.909.135 66,67 5151
Daerah Administrasi Keuangan
yang tepat waktu
2 |01 [102 |01 |penyediaan Gaji dan Tunjangan Terpenuhinya gaji dan 42 Bulan 34.053.000.000 0 8.578.280.467 0 9.816.136.003 3 2.084.162.799 4 2567363369 4 2605.193.798 3 1835946339 u 9.112.666.305 10000 9263 28 17690.946.772 6667 5195 | Sekretariat
ASN tunjangan
2 [0T [192 |07 |Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan T [Gp 435000000 3 3.056.000 3 76524000 5529.000 T 952,000 T 5051000 T 18142363 3 70504363 00,00 9266 g 73962363 5667 T700 |Sekretariat
Laporan Keuangan Akuntansi dan Keuangan
Bulanan /Triwulanan /Semesteran ~ |SKPD
SKPD
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)| 100,00 92,74 66,67 34,48
Predikat kinerja| 52N82t | Saneat Sedang | Sn8at
Tinggi Tinggi Rendah
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Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Tingkat
Target kinerja dan Anggaran Renstra | Tingkat Capaian
- r . " Rﬂ"”"“:‘“‘;‘" anggaran Realisasi Capaian mc""“"' Perangkat Daerah Kinerja dan —

Indikator Kinerja ErEE L Ly R REHED Renja Perangkat Kinerja dan Anggaran EERREDT Provinsi s/d Tahun |Realisasi Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Daerah pada tahun 2023 Perangkat Daerah Realisasi Perangkat

Program Daerah Provinsi Renja Perangkat 2022 Renstra Perangkat

No Kode Pemerintahan Daerah dan (akhir periode Renstra PD Provinsi sampai dengan Anggaran Daerah | Keterangan
7 ey (Outcome)/Kegiatan/Su Provine Renin o D Tahun Berjalan o m v Daerah Provinsi yang N (Akhir Tahun Daerah Provinsi | *
& & b Kegiatan (Output) EoRinel) enja Perangkat Daerah | .., 2022 yang dievaluasi Soley Pelaksanaan Renja | s/d tahun 2022 | o n88%
Tahun Lalu 2021 PD Tahun ng Jawab
dievaluasi 202 (% Perangkat Daerah (%)
(%) Provinsi Tahun 2022
K I Rp. K | Rp. K | Rp. Rp. I Rp. K | Rp. I Rp. K ] Rp. K b X | Rp. T Rp.
1 2 3 4 5 6 7 9 0 1 12 = 8+9+10+11 =12/7*00 U =6+12 15 = 14/5*100 16 17

ST {175 155 [Pendidikan dan Pelarihan Pegmwar [Jialah mesrta = forms Troso0oe = - - - - = EEEE ETrr e
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan adanya
Pelatihan Pegawai pelaksanaan
Berdasarkan Tugas dan Diklat PIM
Fungsi
ST o [Semaiiens Peramran Permaane Jumiah sosiaieast + TrroeTo 5 e 5 ToveEe - 5 Trresaon - e 5 F N B o 0 EET e EEEEN
Undangan tentang peraturan
perundang-undangan se
| Jaw a Barat
ST T (o gan ok Tmpiementas Toumiah Bimick epadn R R T Troown T Sro0E00 - T ez a0 T CEEET e 0 e e FEXEN
Peraturan Perundang-Undangan Kab/ Kota
ta-rata Capaian kinerja (%)| 66,67 62,93 66,67 34,18
Predikat kinerja| Sedang | Rendah Sedang | S2neat
Rendah

ST (106 [0 [Penyedian Poralatan dan KT v——— 5o [ouan 1ST000000 2 e 2 T P . TOSTEn . g : ey z ETerr Fr oon o P o 4557 [sekrearir
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang disediakan
ST o7 [Penyedioan Bahan Logioil Kantor |Jumiah penyedionn ECH Fro000 = o
logistik penanganan
covid 19 DAK Non Fisik
ST [0 [Penyelenmaramn Rapat Koordinasi |Jumiah penyedicn rapat] 3¢ [0 FE T = ST = =TT ST 3 PR 3 FEr 3 T = T F = 7 T T ETCR T
dan Konsultasi SKPD rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Rata-rata CIEI‘II! Hng- K&l“ﬂ (%)| 100,00 95,50 66,67 53,38
Predikat kinerja ;":gal‘ s_::“’: Sedang | Rendah

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

36 |Bulan

550.000.000

2 217.092.737

2 67.260.000

12366631

3 12.390.947 3 15.196.706

3 25.767.940 2

63.722.224

100,00

I

24 260.614.961

66,67 29.56

Sekretariat

T {155 [0 [Penyediann Jasa Pelayanan Umam |Jumlah Penyediaan Jasa e 525555550 = TooR BT = EERERED e 3 BEEED 3 pErE 3 eSO T TosTeTe e B0 e = TEOBTI o TEoq [sekretarat
Kantor Pelayanan Umum Kantor
ta-rata Capaian kinerja (%)| 100,00 | 95,49 66,67 | 42,30
Predikat kinerja| 263t [ Sangat Sedang | S2neat
Tinggi | Tinggi Rendah

01 [105 |01 |penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Penyediaan Jasa 36 [Buln 700000000 z 202474998 z 315.680.000 42.306.000 3 39,599 115 3 32,550,000 3 147390900 z 3184605 00,00 8.1 73 532105 56,67 7347 |Semretariat
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan, Biaya
Kendaraan Perorangan Dinas atau  |Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
51 [105 [© [Pemelibaraan/ Rehabilitasi Sarana _|Jumlah Gedung Kantor 36 [Buln 77.660.600 3 B8 65610 3 146:000.000 B 3 5830000 3 300000 3 N z Tose8787 B0.00 5355 7 326234576 667 T224 [Sekretart
dan Prasarana Gedung Kantor atau |yang mendapat
Bangunan Lainnya Pemeliharaan /Rehabilitas
i Sarana dan Prasarana
5T [105 [T [Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana |[Jumlah Pemeliharaan 36 [Bun 576000000 3 251930 3 351000000 37553000 3 50586250 3 TTsTeT 3 578060 z TESIET B0.00 5D 7 368793057 67 5504 [Sekretariat
dan Prasarana Pendukung Gedung |Sarana dan Prasarana
Kantor atau Bangunan Lainnya pendukung Gedung
Kantor
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%)| 100,00 93,76 66,67 | 56,92
San, San;
Predikat kinerja| S2nEat RN Sedang | Rendah
Tinggi Tinggi
Rata-rata Capaian kinerja Program (%)| 85,93 | 94,62 61,98 | 47,25
Sangat Sangat
Predikat kinerja| Tinggi & Rendah &
Tinggi Rendah
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| Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

S Tingkat . .
Target kinerja dan Anggaran Renstra | Tingkat Capaian
Realisasi Capaian get J . . Capaian L
Target Renstra Perangkat Kinerja Renstra D e Kinerja dan Perangkat Daerah Kinerja dan Unit
Indikator Kinerja Arg = Renja Perangkat Kinerja dan Anggaran & Provinsi s/d Tahun |Realisasi Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Daerah pada tahun 2023 Perangkat Daerah Realisasi Perangkat
Program Daerah Provinsi Renja Perangkat 2022 Renstra Perangkat
No Kode Pemerintahan Daerah dan . (akhir periode Renstra PD | Provinsi sampai dengan Anggaran Daerah | Keterangan
* (Outcome)/Kegiatan/Su € Tahun Berjalan I o m ™ Daerah Provinsi yang (Akhir Tahun Daerah Provinsi
gram/Kegiatan/Sub < Provinsi) Renja Perangkat Daerah Renja Penanggu
b Kegiatan (Output) Tahun 2022 yang dievaluasi Pelaksanaan Renja | s/d tahun 2022
Tahun Lalu 2021 3 PD Tahun ng Jawab
dievaluasi TP () Perangkat Daerah (%)
° Provinsi Tahun 2022
K [ Rp. K | Rp. K | Rp. | Rp. K | Rp. K | Rp. K | Rp. K | Rp. [ p. K Rp. | P.
1 2 3 4 5 6 8 9 1 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14=6+12 15 = 14/5*100 16 b
= oz PROGRAM PENDAFTARAN Tingkat Penyelenggaraan | 29730 [Persen 1335000000 | 8392 5566500 | 82,42 3573656875 31536371 52128600 S1375280 | 8431 TWe 608574 | 8431 372048875 | 10229 55705 i 01515375 55,03 37,55 [FPAK
PENDUDUK Administrasi
Kependudukan
T [0z [Lo1 Pelayanan Pendaftaran Jumlah pengelolaan 51 [Kab/Kota 566.000.000 27 §5.549.000 27 264.185.000 14.600.000 5 36.662.250 5 71.469.280 5 145.810.474 27 272.542.004 100,00 55,90 54 338.001.004 56.67 50.61 [FPAK
Kependudukan data layanan
pendaftaran penduduk
T |02 [91 [0 |penataan Tata Kelola Pelaksanaan |Jumlah pengelolaan Tata o [ab /Kot 568 000,000 27 55545000 27 754 85000 500,000 g 36662250 g Trees 260 g WD ATk 27 272542 004 D000 3590 B 335091004 ceer 061 [FPAK
Pendaftaran Penduduk Skala Kelola Pelaksanaan
Provinsi Pendaftaran Penduduk
Rata rata capaian kinerja Kegiatan (%)| 100,00 | 95,90 66,67 | 50,61
A " " Sangat Sangat
Predikat kinerja| o 60 - Sedang | Rendah
Tinggi | Tinggi
= oz 10z Penyelenggaraan Pendaftaran Jumlah Pelayanan 1 [Kab/Kota]  668.000,000 77 Ta 017500 77 PR 3 FEEFER g 75456350 5 506000 g 76798 100 77 55505821 [ 100.00 96,47 = T3 s7aaeT o7 7448 [FPAK
Kependudukan Pendaftaran dan
Dokumen
Kependudukan yang
diterbitkan
© [0z (102 [01 |Fasilitasi Terkait Pendaftaran Jumlah penerbitan B |dokumen 568,000,000 g 54077500 g 5 51675 T Ta3697 2 7546695 3 506,000 2 3679500 g 39506521 B0 564t 2 3524321 G35 2148 [FPAK
Penduduk dokumen pendaftaran
penduduk di Kab/ Kota
Rata rata capaian kinerja Kegiatan (%)| 100,00 | 96,44 66,67 | 24,48
Predikat kinerja| S2ngat [ Sangat Sedang | S2"€
Tinggi Tinggi Rendah
Rata-rata capaian kinerja Program (%)| 100,00 | 96,17 66,67 | 62,85
. .. | sangat | sangat
Predikat kinerja| >°"5>" angat Sedang | Rendah
Tinggi | Tinggi
= o3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL _ |Tinghat Kepemilikan 777,30 [persen T532.000.060 | 306,45 EEEREECEN TR 355451530 12529508 172708 FEEICEFRTN Iy SRR R BRI T15.40 97,75 e T 5107 7503 7577 [FPAR
Dokumen Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
FER CERN FCFY Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah pengelolaan B1[Kab/Kota| 1.532.000.000 27 339.725.910 27 385454830 5 72.529.509 g 91.722.408 5 139931510 7 102.306.770 27 376.790.197 100,00 57.75 54 716516107 56.67 76,77 |[FPAK
data layanan pencatatan
sipil
T [05 |10t |92 |Penataan Tata Kelola Polaksanaan  |Jumlah tata kelola B |elemen 000,000 g 78482260 g 77.006.000 1 37492960 2 S4523308 2 87570 1 54985520 g 266677858 D000 5554 T 51060 58 ceer 5445 [FPAK
Pencatatan Sipil Skala Provinsi layanan pencatatan sipil
T (65 [ [0 [Fasilitasi Pelayanan Bidang Jumlah pencrbitan B [aox 26,066,660 g =R g FEEEE T Fa36500 7 T Bs 0 T 7505800 7 732055 g B552299 Bo0 520 T Feamere 3 3187 [FPAK
Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota |dokumen pencatatan sipil
di Kab/ Kota
Rata-rata capaian kinerja_Kegiatan (%)| 100,00 | 97,02 66,67 | 43,14
Predikat kinerja| Soréat | Sangat Sedang | S2NE%t
Tinggi Tinggi Rendah
Rata-rata capaian kinerja Program (%)| 100,00 | 97,75 66,67 | 36,45
n .. | sangat | sangat Sangat
Predikat kinerjaj Seda
93 Tinggi Tinggi "8 | Rendah
= [os PROGRAM PENGELOLAAN Tingkat Akurasi Data 750,70 [Fersen | 3440000000 | 3,57 523564020 | 83,57 565616138 77830702 75544384 W5.467.010 | 84,94 76305840 | 84,94 53442936 01,64 97,61 %o [ iieez6956 GED 32,20 [PIAK
INFORM ASI ADM INISTRASI Kependudukan Skala
KEPENDUDUKAN Provinsi
= [o7 10z Penyelenggaraan Pengelolaan e mlat|Do s men) 56 [Dokumen | 2.180.000.000 37 705.026.270 37 91780.000 7157500 ™ 70594480 © 73366000 5767000 7% 57415950 7,50 57,98 5 592,445,250 750 77,05 [FIAK
y
Kependudukan Provinsi Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan
7 [04 [107 |01 [Fasilitasi terkait Pengelolaan Jumilah dokumen 31 [Dokumen 390,000,000 27 191271680 27 95.640.000 2229500 g 638,000 7 71931500 1 4806000 27 93.605.000 100,00 97,87 o 284.876.680 G667 2878 [PIAK
Informasi Administrasi fasilitasi pengelolaan
Kependudukan informasi administrasi
kependudukan
T [o7 [197 |05 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data |Jumlah rapat T [Rapat 1760060000 0 713,756 590 0 35640000 T T565.000 7 BEEET T 7437500 T45%000 0 33514950 00,50 55,09 g 307571570 567 7563 [FIAK
Kependudukan (sosialisasi/fgd) dalam
rangka pemanfaatan data
kependudukan jawa barat
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)| 100,00 | 97,98 66,67 | 27,20
Predikat kinerja| Songat [ Saneat Sedang | SanEt
Tinggi | Tingei Rendah
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| Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Realisasi Kinerja Pada Triw ulan
e Realisasi Kinerja dan
i
Target ki a An, Renst: Tingkat Capai:
Realisasi Capaian arget kinerja dan Capaian ggaran Renstra = patan
anggaran Realisasi Capaian Perangkat Daerah Kinerja dan X
Target Renstra Perangkat Kinerja Renstra : e Kinerja dan - A Unit
Indikator Kinerja Renja Perangkat Kinerja dan Anggaran Provinsi s/d Tahun |Realisasi Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Daerah pada tahun 2023 Perangkat Daerah P . Realisasi Perangkat
No Kode Poretintahion Daceah Program e O I e oy Daerah Provinsi Renja Perangkat a 2022 Renstra Perangkat | o8 %5
7 e ) (Outcome)/Kegiatan/su | (AEhiT "; ode Renstra R""’_ “; samp " De"g‘“.h‘ Tahun Berjalan 1 o o v Daerah Provinsi yang ';“‘f"“ (Akhir Tahun Daerah Provinsi |, “ gan
8 b Kegiatan (Output) rovinsi) (i Lt O Tahun 2022 yang dievaluasi enja Pelaksanaan Renja | s/d tahun 2022 EBU
Tahun Lalu 2021 PD Tahun ng Jawab
dievaluasi oSS Perangkat Daerah (%)
(%) Provinsi Tahun 2022
K | Rp. | Rp. K | Rp. K| Rp. K | Rp. | Rp. | Rp. K Rp. [ Rp. [ Rp. [ _Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*00 14=6+12 15 = 14/5*100 16 17
2 |12 64 [L03 Pembinaan dan Pengaw asan [Meningkatnya Akurasi 81 [Kab/Kota]  1.250.000.000 27 218.155.750 27 374.536.138 7 55.633.202 g 135.249.904 g 114.096.010 61.043.840 75 366.022.956 92.59 97.73 52 564.178.706 64,20 76,73 |PIAK
Pengelolaan Informasi Data Kependudukan
Administrasi Kependudukan Skala Provinsi
Provinsi
T [©2 [04 105 [0! |pembinaan dan Pengawasan terkait [Jumlah dokumen 31 [Dok 575.000.000 27 139.035.750 27 278.898.138 B 36.052920 g 55317380 ) 120,00 g 51043.840 27 273.624.150 100,00 98,11 5a 12659800 6,67 5113 [PIAK
Pengelolaan Informasi Administrasi |pembinaan dan
Kependudukan pengawasan terkait
pengelolaan informasi
administrasi
kependudukan
7 [ [0 [195 [62 [Bimbingan Teknis Terkait Jumlah peserta 327 [ovang 575000000 % 75.120.000 % 75540000 Bss0282 8 Seg3z524 7886000 - 08 52398506 00,00 To61 7T TTT51.806 5667 75,83 [PIAK
Pengelolaan Informasi Administrasi |pembinaan teknis terkait
Kependudukan dan Pendayagunaan |pengelolaan informasi
Data Kependudukan administrasi
kependudukan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)| 100,00 | 97,36 66,67 | 45,48
Predikat kinerja| S2M63t | Sangat Sedang | S8t
Tinggi | Tinggi Rendah
Rata-rata capaian kinerja Program (%)| 90,05 | 97,85 63,35 | 36,89
Predikat kinerja| S2M63t | Sangat Rendah | S2"€3t
Tinggi | Tinggi Rendah
7 [z 65 PROGRAM PENGELOLAAN Perseniase Dokumen 300 [persen 321000.000 00 56.048.750 00 71730.000 12042000 6620438 50 36271520 5435000 | 100,00 75365958 100,00 98.10 700 76417708 6,67 39,38 [PIAK
PROFIL KEPENDUDUKAN e
dihasilkan sesuai
kewajiban OPD
berdasarkan Permendagri
2 [z [65 [to1 y Profil Jumlah 9 [Dok 321.000.000 3 56.048.750 3 71.730.000 B 12.042.000 T 16.620.438 B 36.271.520 5.435.000 3 70.366.958 100.00 98.10 0 126.417.708 66,67 39,38 [PIAK
Agregat dan Profil
Kependudukan
> |2 [65 [0t 62 |penyusunan Profil Data 3 [Dok 321000.000 3 56.048.750 3 71.730.000 B 2.042.000 1 15620438 2 36271520 5435000 3 70.368.958 100.00 98.10 g 126.417.708 6,67 39,38 [PIAK
Perkembangan dan Proyeksi Jumlah dokumen profil
kependudukan serta Kebutuhan kependudukan dan
yang lain agregat
Rata-rata cap kinerja Kegiatan (%)| 100,00 | 98,10 66,67 | 39,38
Predikat kinerja| Son82t | Sansat Sedang | SE3t
Tinggi Tinggi Rendah
Rata-rata capaian kinerja Program (%)| 100,00 | 98,10 66,67 | 39,38
Predikat kinerja| Sangat Sangat Sedang Sangat
Tinggi | Tinggi Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) 99,96 96,66 71,48 41,71
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)| Sangat | Sangat Sedang | Sangat
Tinggi Tinggi Rendah

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Diterapkannya sistem pelaksanaan kegiatan secara team of team

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perubahan

yang dapat di

isasikan setelah p

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya’]

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya*
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2.2.

2.3.

Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan
SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang
ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat.

2. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3.  Pemanfaatan Data Kependudukan.

4.  Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan
2023 dan untuk tahun 2022 hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 11.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan
isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk
menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, berdasarkan kajian hasil evaluasi
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini,
dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi
Kependuduk Digital dalam genggaman;
2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam
rangka pelayanan membahagiakan masyarakat;
3. Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan
Kemiskinan Ekstrem;
4. Dukungan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pelaksanaan Pemilihan
Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024.
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Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di

Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan isi-isu penting tersebut telah

dirumuskan isu isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas

langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi

Kependuduk Digital dalam genggaman

a.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi mengkoordinir dan
memfasilitasi kabupaten/kota yang akan menerapkan SIAK terpusat;

Seluruh Kabupaten/Kota siap melaksanakan SIAK terpusat Tahun 2023;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi
Kabupaten/Kota melatih dan menyediakan petugas Administrator Database
Kependudukan (ADB) untuk dijadikan sebagai super user SIAK terpusat;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi

Kabupaten/Kota menyiapkan para operator SIAK yang akan dilatih Tim Teknis.

2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam

rangka pelayanan membahagiakan masyarakat

a.

Dengan budaya kerja dan semangat “Dukcapil BISA” memaknai bahwa
Berkarya, Inisatif/Inovatif, Sabar, Amanah/Adaptif harus terus dibangun,
sebagai passion dalam pelayanan yang membahagiakan masyarakat;
Penerbitan Identitas Kependudukan merupakan hulu dari pelayanan
administrasi kependudukan melalui NIK bagi Penduduk;

Evaluasi terhadap layanan Dukcapil dalam penambahan indikator terkait
penerapan buku pokok pemakaman/pelaporan kematian dari desa/kelurahan
dengan target minimal 10 per kabupaten/kota;

Merealisasikan  pencapaian target nasional kepemilikan  dokumen
kependudukan, meliputi perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, cakupan
kepemilikan akta kelahiran anak dan cakupan akta kematian, akta perkawinan
dan akta perceraian;

Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua OPD
secara aktif mengakses NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. Akses
data dilakukan dengan memperhatikan keamanan data sesuai peraturan
perundang-undangan;

Berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dengan mewujudkan layanan Adminduk, digital dalam genggaman;
Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas,
melakukan branding baru layanan Dukcapil dengan langkah-langkah antara
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Induk

mewujudkan pelayanan yang cepat/tidak membiarkan

lain:  melakukan sosialisasi Single Identity Berbasis Nomor

Kependudukan,
penundaan berlarut dalam pelayanan, aktif melakukan komunikasi interaksi

dengan masyarakat.

Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan

Kemiskinan Ekstrem

a.

b.

Singkronisasi data Kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS);
Melaksanakan koordinasi, evaluasi terkait Data Kependudukan.

Dukungan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pelaksanaan Pemilihan
Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024

a. Koordinasi Sinkronisasi data penduduk dan data pemilih akan dilakukan secara

terpusat sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan
Kabupaten/Kota tidak perlu menyerahkan data penduduk by name by address
kepada KPUD;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota
menuntaskan perekaman KTP-el termasuk mulai melakukan perekaman
terhadap pemilih pemula tahun 2022 dan 2023 melalui perekaman jemput bola
ke sekolah-sekolah dan tempat lain yang membutuhkan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota

meningkatkan kualitas data kependudukan.

Tabel T-11.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No| Masalah | Masalah Akar Masalah
1) ) ®3) (4)
1 | Indeks Belum - Akurasi data kependudukan .
Reformasi |optimalnya |- Tingkat penyelenggaraan pelayanan Administrasi
Birokrasi |satu nama kependudukan belum optimal
yang satu data - Tingkat Pemanfaatan data kependudukan yang
rendah kependuduk masih rendah
andiJawa |- Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Barat masih di bawah target
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Tabel T-I1. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat

) o ) SPM/ Target Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Proyeksi
Indikator Kinerja sesuai Tugas ) Catatan
No ) Standar | IKK | Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun .
dan Fungsi SKPD ) ) Analisis
Nasional lainnya | 2019 (n-2) | 2020 (n-1) 2021 (n) 2022 (n+1) | 2019 (n-2) | 2020 (n-1) | 2021 (n) | 2022 (n+1)
1 | Tingkat Penyelenggaraan 81,12% 81,83% 82,63% 83,47% 82,50% 82,22% 84,81% 84,29%

Administrasi Kependudukan

Kabupaten/Kota Di Jawa Barat
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Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu
indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal
RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja
program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif
yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari
analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023
semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal
RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya

dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.
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Tabel T-11.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Sumber

No. Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target
Tahun 2023 Tahun 2023 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan | Lokasi nguﬁumfai?fa/ Dana
Kinerja Indikatif Kinerja 9
1) @ (©) 4) ®) (6) @) ®) (12) (13) (14) (15) (16)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah A Nilai A Nilai
Persentase Unit Kerja Yang
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | \endapatkan Pelayanan Administrasi 100 Persen 16.811.000.000, - 100 Persen 13.367.553.751,- | APBD
DAERAH PROVINSI Keuangan Dan Umum
Persentase ASN yang memiliki 100 Persen 100 Persen
kesesuaian kompetensi
Jumlah dokumen Perencanaan, Jawa Jawa
1 . penganggaran dan Evaluasi Kinerja 10 Dokumen 350.000.000,- 10 Dokumen 150.000.000,- | APBD
; Barat Barat
Eeglatan Perem(:janaan, Perangkat Daerah yang berkualitas
enganggaran, dan Pen
o, yusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Jawa ) Jawa )
11 IEZ?;:IZ?(IaIt(g]:g’Zh Perencanaan Perangkat Daerah | Daerah yang disusun ! Dokumen Barat 175.000.000, ! Dokumen Barat 75.000.000, APBD
12 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evalua_si kinerja 3 Dokumen Jawa 175.000.000 - 3 Dokumen Jawa 75.000.000- | APBD
) Daerah Perangkat Daerah yang disusun Barat T Barat T
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Jawa Jawa
2 yang tepat waktu 3 Dokumen Barat 11.175.000.000,- 3 Dokumen Barat 9.689.069.298,- | APBD
Kegiatan Administrasi Penyediaan Gaji dan ; . ; Jawa ) Jawa )
2.1 Keuangan Perangkat Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan Barat 11.000.000.000, 14 Bulan Barat 9.629.069.298, APBD
pacran Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Jawa Jawa
2.2 Laporan Keuangan Bulanan Bul /Tp_ | / g KPD 3 Laporan B 175.000.000,- 3 Laporan B 60.000.000,- | APBD
Triwulanan/Semesteran SKPD ulanan/Triwulanan/Semesteran S arat arat
Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Jawa ) Jawa )
3 Kegiatan Administrasi meningkat Disiplin dan Kapasitasnya 45 Orang Barat 100.000.000, 45 Orang Barat 46.100.000, APBD
Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan - .
3.1 | Daerah Pegawai Berdasarkan Tugas | Jumian Peseréa Peﬂd'd'ka” da{‘j” Pelatihan 45 Orang Jawa 100.000.000, - 45 Orang Jawa 46.100.000,- | APBD
dan Fungsi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs Barat Barat
Jumlah unit kerja yang mendapatkan Jawa Jawa
4, pelayanan administrasi umum 12 Bulan Barat 2.420.000.000,- 12 Bulan Barat 1.805.596.473,- | APBD
41 | Kegiatan Administrasi Penyediaan Peralatan dan Jumlah Per_alatan dan Perlengkapan Kantor 12 Jenis Jawa 720.000.000 - 12 Jenis Jawa 635.186.617.- | APBD
Umum Perangkat Daerah Perlengkapan Kantor yang disediakan Barat Barat
Penyelenggaraan Rapat Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi Jawa Jawa
42 Koordinasi dan Konsultasi penyec pat-rap 12 Bulan 1.700.000.000,- 12 Bulan 1.170.409.856,- | APBD
dan Konsultasi ke Luar Daerah Barat Barat

SKPD
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

- Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan T Kebutuh T Sumber
No. Program/Kegiatan arget ebutuhan arget
Tahun 2023 Tahun 2023 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Ll | FEPUIER EETE | T
AR s il I Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
O] (2 3) ) _ (5) (6) (1) 8 (12) (13) (14) (15) (16)
5. Jumlah penyediaan Jasa Penunjang 12 Bulan Jawa |4 g66.000.000,- 12 Bulan | JaWa 1.311.833.500,- | APBD
Kegiatan P di 3 Perangkat Daerah Barat Barat
eglatan Fenyediaan Jasa | penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Jawa Jawa
51 Penunjang Urusan Sumber Daya Air dan Listrik | Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Barat 366.000.000- 12 Bulan Barat 98.820.000- | APBD
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jawa Jawa
5.2 y Y y 4 12 Bulan 1.500.000.000,- 12 Bulan 1.213.013.500,- | APBD
Umum Kantor Kantor Barat Barat
Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Jawa Jawa
6. Daerah Penunjang Urusan 12 bulan 900.000.000,- 12 bulan 364.954.480,- | APBD
. Barat Barat
Pemerintahan Daerah
Binya Pemelinaraan, pajak dan | 2uleh Penyediaan Jasa Pemelifaraan, Jawa Java
6.1 . . ' - Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 12 bulan 300.000.000,- 12 bulan 183.133.000,- | APBD
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas . Barat Barat
I - Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
Barang Milik Daerah atas Kendaraan Dinas Jabatan
Penunjang Urusan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Jawa Jawa
6.2 | Pemerintahan Daerah Sarana dan Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 12 bulan Barat 300.000.000,- 12 bulan Barat 117.061.480,- | APBD
Kantor atau Bangunan Lainnya | Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jawa Jawa
6.3 Pendukung Gedung Kantor pendukung Gedung Kantor 12 bulan Barat 300.000.000.- 12 bulan Barat 64.760.000- | APBD
atau Bangunan Lainnya
Il | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Tingkat Penyelenggaraan Administrasi 8325 | Persen | 32 | 700000.0000- | 8325 | Persen | JAWa 420.000.000,- | APBD
Kependudukan Barat Barat
1 . Jumlah pengelolaan data layanan 27 Kab/Kota | J2Wa 350.000.000,- 27 Kab/Kota | JaWa 285.000.000,- | APBD
Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk Barat Barat
Pendaftaran Penataan Tata Kelola Jumlah Tata Kelola Pelaksanaan Jawa Jawa
1.1 | Kependudukan Pelaksanaan Pendaftaran 27 Kab/Kota 350.000.000,- 27 Kab/Kota 285.000.000,- | APBD
L Pendaftaran Penduduk Barat Barat
Penduduk Skala Provinsi
Kegiatan Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Jawa Jawa
2 cglata Dokumen Kependudukan yang 27 Kab/Kota 350.000.000,- 27 Kab/Kota 135.000.000,- | APBD
Penyelenggaraan diterbitkan Barat Barat
Pendaftaran
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran Jawa Jawa
Kependudukan - -
2.1 p Penduduk penduduk di Kab/ Kota 6 Dokumen Barat 350.000.000, 6 Dokumen Barat 135.000.000, APBD
Il | PROGRAM PENCATATAN SIPIL Tingkat Kepemilikan Dokumen 83,25 Persen | JAWa 700.000.000,- | 83,25 Persen | JaWa 394.344.637,- | APBD
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Barat Barat
1 | Kegiatan Pelayanan Jumlah pengelolaan data layanan 27 | Kab/Kota | JAWa 350.000.000- | 27 | Kab/Kota | J2W@ 304.344.637,- | APBD
Pencatatan Sipil pencatatan sipil Barat Barat
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Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

- Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan T Kebutuh T Sumber
No. Program/Kegiatan arget ebutuhan arget
Tahun 2023 Tahun 2023 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Ll | FEPUIER EETE | T
AR s il I Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
()] (€] @) (4) ®) (6) @) (8) (12) (13) 14 (15) (16)
Penataan Tata Kelola Jawa Jawa
1.1 Pelaksanaan Pencatatan Sipil Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil 6 Elemen Barat 350.000.000,- 6 Elemen Barat 259.344.637,- | APBD
Skala Provinsi
Fasilitasi Pelayanan Bidang Jumlah penerbitan dokumen pencatatan Jawa Jawa
1.2 Pencatatan di Kabupaten / inil di P P 6 Dokumen 350.000.000,- 6 Dokumen 135.000.000,- | APBD
Kota sipil di Kab/ Kota Barat Barat
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Tingkat Akurasi Data Kependudukan Jawa Jawa
IV | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Skala Provinsi 84,78 Persen | gargt | 1400.000.000- 1 84,78 Persen | Barat 765.000.000- | APBD
Jumlah Dokumen Penyenggaraan Jawa Jawa
1 Pengelolaan Informasi Administrasi 32 Dokumen 800.000.000,- 32 Dokumen 310.000.000,- | APBD
Barat Barat
Kegiatan Kependudukan
Fasilitasi terkait Pengelolaan S
11 | Penyelenggaraan Informasi Administrasi Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan 27 Dokumen | Jawa 400.000.000- | 27 Dokumen | 2Wa 175.000.000,- | APBD
Pengelolaan Informasi Kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan Barat Barat
Administrasi Jumlah rapat pemanfaatan data
Kependudukan Provinsi Penyelenggaraan Pemanfaatan kependudSkarl? oleh perangkat Daerah di Jawa Jawa
12 Data Kependudukan Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 4 Rapat Barat 400.000.000,- 4 Rapat Barat 135.000.000- | - APBD
Barat
2 Jumlah Penyelenggaran Pembinaan, 27 | Kab/Kota | JAWa 600.000.000- | 27 | Kab/Kota | J3Wa 455.000.000,- | APBD
Pengawasasn dan Bimbingan Teknis Barat Barat
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Dokumen Pembinaan dan Jawa Jawa
2.1 | Kegiatan Pembinaan dan | terkait Pengelolaan Informasi Pengawasan terkait Pengelolaan informasi 27 Dokumen Barat 300.000.000,- 27 Dokumen Barat 300.000.000,- | APBD
Pengawasan terkait _ Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
Peng_elc_)laan _Informa3| Bimbingan Teknis Terkait
Administrasi - . . .
Kependudukan Provinsi Pengelolaan Informasi Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Terkait Jawa Jawa
2.2 P Administrasi Kependudukan Pengelolaan informasi Administrasi 108 Orang 300.000.000,- 108 Orang 155.000.000,- | APBD
Barat Barat
dan Pendayagunaan Data Kependudukan
Kependudukan
Persentase Dokumen Kependudukan
\% PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd 100 Persen Jawa 100.000.000,- 100 Persen Jawa 75.000.000,- | APBD
KEPENDUDUKAN - Barat Barat
Berdasarkan Permendagri
Kegiatan Penyediaan Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Jawa ) Jawa )
1 Profil Kependudukan Kependudukan 3 Dokumen Barat 100.000.000, 3 Dokumen Barat 75.000.000, APBD
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Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

. Sumber
No_ Program/Keg|atan Target Kebutuhan Target
Tahun 2023 Tahun 2023 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Ll | FEPUIER EETE | T
AR s il I Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
@) (0] @) (4) ®) (6) ) (©) (12) (13) (14) (15) (16)
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi Jumlah Dokumen Proffil Kependudukan Jawa Jawa
1.1 Kependudukan serta dan agregat 3 Dokumen Barat 100.000.000,- 3 Dokumen Barat 75.000.000,- | APBD
Kebutuhan yang lain
Jumlah Anggaran Rancangan Awal RKPD 19.711.000.000,- | Jumlah Anggaran Hasil Analisis | 15 o1 gog 388 | APBD

Kebutuhan
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2.5.  Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target kerja adminduk di Jawa Barat, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah melakukan sesuai dengan
mekanisme Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah. Dimana mekanisme yang dilakukan dalam usulan
program kegiiatan dari masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah, dimana Forum
Perangkat Daerah sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat provinsi
untuk menentukan prioritas program dan kegaitan pembangunan hasil musrembang
kab/kota dengan Perangkat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Mekanisme yang dilaksanakan pada Forum Perangkat Daerah sesuai dengan
peraturan yang berlaku guna mendapatkan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat adalah :

1. Tahap Persiapan

a. Pembentukan tim penyelenggara oleh Kepala Perangkat Daerah yang

beranggotakan unsur Perangkat Daerah Provinsi yang bersangkutan

b. Tim penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi melakukan hal-hal

sebagai berikut :

» Menentukan jadwal pelaksanaan dan menyusun agenda pembahasan Forum
Perangkat Daerah;

= Mengundang calon peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi yang berasal dari
delegasi kabupaten/kota yang terkait dengan fungsi Perangkat Daerah skala
Provinsi;

= Mempersiapkan bahan/materi, peralatan, notulen dan berita acara untuk Forum
Perangkat Daerah;

2. Tahap Pelaksanaan

a. Forum Perangkat Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat Tahun 2023 disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
(Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl.SE.M.Eng);

b. Penyampaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat
yang disampaikan oleh Fungsional Perencana Madya Bidang Perencanaan
Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Barat (Ir. H. Latief, M.M);

c. Penyampaian Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
BPKAD Provinsi Jawa Barat (Deny Hermawan, SE, ST, MT);
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d.

Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Dr. Taufig R Hidayat, AP,
M.Si.);

Penyampaian Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh PIt. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat (Hj. Indrastuti Chandra
Dewi S, SH,. M. Si.);

Melaksanakan Desk Dokumen Perencanaan Kab/Kota se-Jawa Barat; dan
Melaksanakan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum
Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa
Barat Tahun 2023.

3. Tahap Pasca Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi

a. Menyusun Berita Acara;

b. Menyusun pemutakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi.

Diharapkan dengan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah diperoleh output

yang diinginkan guna mewujudkan pencapaian target kerja adminduk di Jawa Barat.

Tabel T-11.5 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No

Indikator Besaran/

Kinerja Volume CELEER

Program/Kegiatan Lokasi
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BAB IlI
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah
penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk
Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak
255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-
2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan
dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan
sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang
harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya
obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.
Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam
Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2020 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin
dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi
kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk
perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran
tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data
dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja
Disdukcapil Tahun 2016 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada
masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara
lain melalui : a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital
terpadu; b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi
seluruh penduduk; c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan
informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda
Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah
Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan
Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
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Renstra SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD,
yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan
dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86
Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan
permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan organisasi
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, yang
mengandung makna:

1.  Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin
diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi
organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi
selama kurun waktu rencana stategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas,
maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin
dicapai sebagai berikut :

1.  Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai
peraturan perundang-undangan;

2.  Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala
Provinsi;

3.  Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan
secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran
dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang
ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah
sebagai berikut :

1.  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;

2.  Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;

3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.
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Program dan Kegiatan

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas
RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum
dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan
untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program
prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari
tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan
sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan
kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang
berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan
pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2023
sebanyak 5 Program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2 Program Pencatatan Sipil

3 Program Pendaftaran Penduduk

4.  Program Pengelolaan Profil Kependudukan

5

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas
yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan
dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian
target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD

Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel T-111. 1 Program dan Kegiatan Indikatif Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran (Rp.)
1| PROGRAM 1.1 | Kegiatan 1.1.1 | Penyusunan Dokumen
PENUNJANG Perencanaan, Perencanaan Perangkat Daerah 75.000.000,-
URUSAN Penganggaran, dan 117 | Evaluasi Kineria P Kot Daerah
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja e | EvaluastKinerja Ferangkat Daera 75.000.000.-
DAERAH Perangkat Daerah
PROVINSI 1.2 | Kegiatan 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan 9.629.069 298 -
Administrasi ASN T
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Keuangan Perangkat | 1.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan
Daerah Laporan Keuangan Bulanan 60.000.000,-
/Triwulanan /Semesteran SKPD
1.3 | Administrasi 1.3.1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46.100.000,-
Perangkat Daerah
1.4 | Kegiatan 1.4.1 | Penyediaan Peralatan dan
Administrasi Umum Perlengkapan Kantor 635.186.617-
Perangkat Daerah 1.4.2 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD 1.170.409.856,-
1.5 | Penyediaan Jasa 1.5.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, 98.820.000 -
Penunjang Urusan Sumber Daya Air dan Listrik T
Pemerintahan Daerah | 1.5.2 i(;r;]yt/(e)(rjlaan Jasa Pelayanan Umum 1.213.013.500.-
1.6 | Pemeliharaan Barang | 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Milik I_Daerah Biaya Pemeliharaan dan F_’ajak 183.133.000 -
Penunjang Urusan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas Jabatan
1.6.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau 117.061.480,-
Bangunan Lainnya
1.6.3 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung 64.760.000,-
Kantor dan Bangunan
2| PROGRAM 2.1 | Kegiatan Pelayanan 2.1.1 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan
PENDAFTARAN Pendaftaran Pendaftaran Penduduk Skala 285.000.000,-
PENDUDUK Kependudukan Provinsi
2.2 | Kegiatan 2.2.1 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran
Penyelenggaraan Penduduk 135.000.000 -
Pendaftaran
Kependudukan
3| PROGRAM 3.1 | Kegiatan Pelayanan 3.1.1 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan 259 344,637 -
PENCATATAN Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Skala Provinsi o
SIPIL 3.1.2 | Fasilitasi Pelayanan Bidang
Pencatatan Sipil di Kabupaten / 135.000.000,-
Kota
4| PROGRAM 4.1 | Kegiatan 4.1.1 | Fasilitasi terkait Pengelolaan
PENGELOLAAN Penyelenggaraan Informasi Administrasi 175.000.000.-
INFORMASI Pengelolaan Kependudukan DA
ADMINISTRASI Informasi
KEPENDUDUKA Administrasi 4.1.2 | Penyelenggaraan Pemanfaatan
N Kependudukan Data Kependudukan 135.000.000,-
Provinsi
4.2 | Kegiatan Pembinaan | 4.2.1 | Pembinaan dan Pengawasan terkait
dan Pengawasan Pengelolaan Informasi 300.000.000,-
terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Informasi 4.2.2 | Bimbingan Teknis Terkait
Administrasi Pengelolaan Informasi
Kependudukan Administrasi Kependudukan dan 155.000.000,-
Provinsi Pendayagunaan Data
Kependudukan
5| PROGRAM 5.1 | Kegiatan Penyediaan | 5.1.1 | Penyusunan Profil Data
PENGELOLAAN Profil Kependudukan Perkembangan dan Proyeksi
PROFIL Kependudukan serta Kebutuhan 75.000.000,-
KEPENDUDUKA yang lain
N
Jumlah Kebutuhan Dana 15.021.898.388,-
Jumlah Belanja Operasi untuk Tahun 2023 berdasarkan pagu indikatif

Rp. 15.021.898.388,- ( Lima belas miliar dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh

delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

28




Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Tabel T-111. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Kerja dan Pendanaan 2023

Rencana Kerja dan Pendanaan 2024

Sumber

No Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Lokasi e
R LS LR Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
() @ ©) Q) ®) (6) Q) ®) (12 (13) (14) (15) (16)
PROGRAM Nilai SAKIP Perangkat Daerah A Nilai A Nilai
PENUNJANG URUSAN 5 s Uit Keria Yana Mendanaik
PEMERINTAHAN ersentase Unit Kerja Yang vViendapatkan
! DAERAH PROVINSI Pelayanan Administrasi Keuangan Dan Umum 100 Persen 16.811.000.000,- 100 Persen 15.955.000.000,- APBD
Persentase_ASN yang memiliki kesesuaian 100 Persen 100 Persen
kompetensi
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Kota
1 | Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang 10 Dokumen Jawa Barat 350.000.000,- 10 Dokumen Bandun 400.000.000,- APBD
Evaluasi Kinerja berkualitas 9
11 Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan qulah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 7 Dokumen Jawa Barat 175.000.000,- 7 Dokumen Kota 200.000.000,- APBD
Perangkat Daerah disusun Bandung
12 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen | Jawa Barat 175.000.000,- 3 Dokumen Kota 200.000.000,- APBD
yang disusun Bandung
Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat Kota
2 Keuangan Perangkat waktu 3 Dokumen Jawa Barat | 11.175.000.000,- 3 Dokumen Bandung 11.200.000.000,- APBD
Daerah
21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan Jawa Barat 11.000.000.000,- 14 Bulan Ba};(()jtt?ng 11.000.000.000,- APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuandan Kota
2.2 Keuangan Bulanan/ P 9 3 Laporan Jawa Barat 175.000.000,- 3 Laporan 200.000.000,- APBD
- Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bandung
Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan Administrasi Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat ) Kota )
3. Kepegawaian Perangkat Disiplin dan Kapasitasnya 45 Orang Jawa Barat 100.000.000, 45 Orang Bandung 120.000.000, APBD
Daerah L . . - . .
31 Pendidikan dan Pelatihan Pega}wal Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 45 Orang Jawa Barat 100.000.000,- 45 Orang Kota 120.000.000,- APBD
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungs Bandung
Kegiatan Administrasi Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan ) Kota )
4, Umum Perangkat Daerah administrasi umum 12 Bulan Jawa Barat 2.420.000.000, 12 Bulan Bandung 2.750.000.000, APBD
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang - ) . Kota )
41 Perlengkapan Kantor disediakan 12 Jenis Jawa Barat 720.000.000, 12 Jenis Bandung 750.000.000, APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan ) Kota )
42 dan Konsultasi SKPD Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan Jawa Barat 1.700.000.000, 12 Bulan Bandung 2.000.000.000, APBD
Kegiatan Penyediaan Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Kota
5. | Jasa Penunjang Urusan Saorap Jang g 12 Bulan Jawa Barat | 1.866.000.000,- 12 Bulan Bandung 2.035.000.000 | APBD
Pemerintahan Daerah
51 Penyedl'aan Jasa_l Kpmunlkasu Sumber Jumlah P_enyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Bulan Jawa Barat 366.000.000,- 12 Bulan Kota 385.000.000,- APBD
Daya Air dan Listrik dan Listrik Bandung
5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Kota 1.500.000.000,- 12 Bulan Kota 1.650.000.000,- APBD
Kantor Bandung Bandung
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Rencana Kerja dan Pendanaan 2023

Rencana Kerja dan Pendanaan 2024

. Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber
No Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Lokasi Kggusulr;‘iﬂ'?;?fa/ Dana
Kinerja Indikatif Kinerja 9
@ 2 @) 4 (®) (6) ) ®) (12) (13) (14) (15) (16)
Kegiatan Pemeliharaan Jurniah P lih B Milik D h Kot
Barang Milik Daerah umlah Pemeliharaan Barang Milik Daera ) ota )
6. Penun?ang Urtsan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan Jawa Barat 900.000.000, 12 bulan Bandung 1.150.000.000, APBD
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemyeliharaan Paiak dan Ken déraaril Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kota
6.1 74 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau 12 bulan Jawa Barat 300.000.000,- 12 bulan 350.000.000,- APBD
Perorangan Dinas atas Kendaraan - Bandung
: Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
6.2 Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Gedung Kantp_r yang mendapat 12 bulan Jawa Barat 300.000.000,- 12 bulan Kota 400.000.000,- APBD
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bandung
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukun Kota
6.3 Prasarana Pendukung Gedung Kantor P Y 12 bulan Jawa Barat 300.000.000,- 12 bulan 400.000.000,- APBD
- Gedung Kantor Bandung
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM . L .
Il | PENDAFTARAN Tingkat Penyelenggaraan Administrasi 83,25 Persen | JawaBarat | 700.000.0000- | 84,00 Persen Kota 800.000.000,- APBD
Kependudukan Bandung
PENDUDUK
1 Kegiatan Pelayanan Jumlah pengelolaan data layanan pendaftaran 27 Kab/Kota Jawa Barat 350.000.000,- 27 Kab/Kota Kota 400.000..000,- APBD
Pendaftaran penduduk Bandung
Kependudukan
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Kota
11 Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi Jumlah Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk 27 Kab/Kota Jawa Barat 350.000.000,- 27 Kab/Kota Bandung 400.000..000,- APBD
Kegiatan Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen ) Kota )
2 Penyelenggaraan Kependudukan yang diterbitkan 27 Kab/Kota Jawa Barat 350.000.000, 27 Kab/Kota Bandung 400.000..000, APBD
Pendaftaran eV - - -
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk di Kota
2.1 | Kependudukan Penduduk Kab/ Kota 6 Dokumen Jawa Barat 350.000.000,- 6 Dokumen Bandung 400.000..000,- APBD
PROGRAM Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan ) Kota )
111 PENCATATAN SIPIL Dan Pencatatan Sipil 83,25 Persen Jawa Barat 700.000.000, 84,00 Persen Bandung 1.000.000.000, APBD
Kegiatan Pelayanan - Kota
1 Pencatatan Sipil Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil 27 Kab/Kota Jawa Barat 350.000.000,- 27 Kab/Kota Bandung 1.000.000.000,- APBD
11 Penataan Tat_a _Kelola Pelakgan_aan Jumlah tata kelola layanan pencatatan sipil 6 Elemen Jawa Barat 350.000.000,- 6 Elemen Kota 500.000.000,- APBD
Pencatatan Sipil Skala Provinsi Bandung
12 Fasilitasi Pelfayanan Bidang Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kab/ 6 Dokumen Jawa Barat 350.000.000,- 6 Dokumen Jawa Barat 500.000.000,- APBD
Pencatatan di Kabupaten / Kota Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN . .
IV | INFORMASI ;'rg?/'i‘r?;iAk“ras' Data Kependudukan Skala 84,78 Persen | JawaBarat | 1.400.000.000- | 85,00 Persen 8 ;gt:n 1.800.000.000,- | APBD
ADMINISTRASI g
KEPENDUDUKAN
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Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Kerja dan Pendanaan 2023

Rencana Kerja dan Pendanaan 2024

Sumber

No Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target
Tahun 2021 Tahun 2021 Capaian Satuan Lokasi dana/ Pagu Capaian Satuan Lokasi nguzulr;%r}l?;?fa/ Dana
Kinerja Indikatif Kinerja 9
@ 2 @) 4 (®) (6) ) ®) (12) (13) (14) (15) (16)
Kegiatan Jumlah Dokumen Penyenggaraan Pengelolaan ) Kota )
1 Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan 32 Dokumen Jawa Barat 800.000.000, 32 Dokumen Bandung 1.000.000.000, APBD
Pengelolaan Informasi Fasilitasi terkait Pengelolaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Informasi Kota
L1 | Administrasi o Informasi Administrasi Kependudukan | Administrasi Kependudukan 27 Dokumen Jawa Barat 400.000.000.- 27 Dokumen Bandung 500.000.000.- APBD
Kependudukan Provinsi Penvelenaaraan Pemanfaatan Data Jumlah rapat pemanfaatan data kependudukan oleh Kota
12 yelengg perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 4 Rapat Jawa Barat 400.000.000,- 4 Rapat 500.000.000,- APBD
Kependudukan Bandung
Jawa Barat
2 Jumlah Penyelenggaran Pembinaan, Pengawasasn 27 Kab/Kota | JawaBarat |  600.000.000- | 27 Kab/Kota | JawaBarat | 800.000.000- | APBD
dan Bimbingan Teknis
Kegiatan Pembinaan dan | Pembinaan dan Pengawasan terkait . -
2.1 | Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi | Sumiah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terkait 27 Dokumen | Jawa Barat 300.000.000- | 27 Dokumen | Jawa Barat 400.000.000,- APBD
. Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
Pengelolaan Informasi Kependudukan
Administrasi Bimbingan Teknis Terkait
29 Kependudukan Provinsi Pengelolaan Informasi Administrasi gumlah P_eserta_Pc_ambmaan Teknis Terkait Pengelolaan 108 Orang Jawa Barat 300.000.000.- 108 Orang Kota 400.000.000,- APED
Kependudukan dan Pendayagunaan informasi Administrasi Kependudukan Bandung
Data Kependudukan
EESSI?I'_A\OMLAAN Persentase Dokumen Kependudukan Yang Kota
\Y PROFEIL Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan 100 Persen Jawa Barat 100.000.000,- 100 Persen Bandung 120.000.000,- APBD
KEPENDUDUKAN Permendagri
Kegiatan Penyediaan Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kota
1 Profil Kependudukan Kependudukan 3 Dokumen Jawa Barat 100.000.000,- 3 Dokumen Bandung 120.000.000,- APBD
Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi . Kota
11 Kependudukan serta Kebutuhan yang Jumlah Dokumen Proffil Kependudukan dan agregat 3 Dokumen Jawa Barat 100.000.000,- 3 Dokumen Bandung 120.000.000,- APBD
lain
Jumlah Anggaran Tahun 2023 19.711.000.000,- Jumlah Anggaran Tahun 2024 19.835.000.000,- APBD

31




Rencana Kerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang
mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jawa Barat. Renja 2023 disusun sebagai perencanaan operasional
tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun
2023,

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan
Renja 2023 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan
pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara
sendiri. Untuk itu Rencana Kerja 2023 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara
di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan
mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen
RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.
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